
 

 
 
 
 
 

 
 
 

QANUN  KABUPATEN NAGAN RAYA 
NOMOR  2  TAHUN 2022 

 
TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  

KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2022 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI NAGAN RAYA 

Menimbang  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengingat 
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a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah 
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;  

 
b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf 

a, dilakukan agar Qanun APBD Tahun Anggaran 2022 tidak 
bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi;  
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2022;  

 
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten 
Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya 
dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh 
Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 17, Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4179); 
 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
(Perpu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;  
 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam 
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan;   
 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 
 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4633); 
 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah;  
 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 
 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4138); 
 

11. Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah; 
 

12. Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan; 
 



 

13. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 
 

14. Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan 
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
 

16. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 
Membahayakan Perkonomian Nasional dan/atau Stabilitas 
Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6485); 
 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 
 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 
 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 
 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 
 

21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
82/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang 

Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 493); 
 

22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka 
Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837); 
 

23. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 15 Tahun 2022 tentang 
Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan 
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta 
Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan 
(Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 15); 
 

24. Keputusan Gubernur Aceh Aceh Nomor 900/993/2022 
Tentang Penetapan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus 



 

Untuk Dana Tambahan Bantuan Operasional Mukim 
Tahun Anggaran 2022; 
 

25. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Nagan Raya; 
 

26. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 9 Tahun 2021 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten 
(APBK) Nagan Raya Tahun Anggaran 2022; 
 

27. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2021 
tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Nagan Raya 
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-
2022; 
 

28. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2011 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten 
Nagan Raya Tahun 2005-2025; 
 

29. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 76 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten 
Nagan Raya; 
 

30. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 35 Tahun 2021 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2022 (Berita 
Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 Nomor 366); 
 

31. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 34 Tahun 2022 
tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten 
Nagan Raya Tahun 2022; 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

KABUPATEN NAGAN RAYA 

Dan 

BUPATI NAGAN RAYA 
 
 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN 

ANGGARAN 2022 

Pasal 1 
 
Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan : 
 

Pasal 2 
 

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. 

APBD Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2022 berjumlah 



 

Rp1.172.838.811.785,- terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan 

Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:  

a. Pendapatan Daerah  Rp1.141.512.035.416,- 

b. Belanja Daerah   Rp1.172.838.811.785,- 

Defisit/Surplus    Rp. (31.326.776.369,-)  
c. Pembiayaan Daerah  

1. Penerimaan                Rp. 32.326.776.369,- 
2. Pengeluaran               Rp.   1.000.000.000,- 

 
                                                                 Pembiayaan Netto Rp. 31.326.776.369,- 
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0,- 

Pasal 3 

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.141.512.035.416,- yang bersumber 
dari:  
a. Pendapatan Asli Daerah;  
b. Pendapatan Transfer; dan  
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang ah.  

 

Pasal 4 

1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a 

direncanakan sebesar Rp107.357.885.945,- yang terdiri atas:  

a. Pajak Daerah;  

b. Retribusi Daerah;  

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan  

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;  

2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 

Rp17.550.613.642,- 

3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan 

sebesar Rp2.939.293.125,- 

4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.925.320.229,- 

5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d direncanakan sebesar Rp83.942.658.949,- 

Pasal 5 

1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan 

sebesar Rp1.013.825.558.471,- yang terdiri atas: 

a. Pendapatan Transfer pemerintah pusat; dan 

b. Pendapatan Transfer antar daerah. 

2) Pendapatan Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a direncanakan sebesar Rp836.726.758.543,- 

3) Pendapatan Transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp177.098.799.929,- 

Pasal 6 

1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf 

c direncanakan sebesar Rp20.328.591.000,- yang terdiri atas: 

a. Pendapatan Hibah; 

b. Dana Darurat; 

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 

sebesar Rp20.328.591.000,- 



 

3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 

Rp0,- 

4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,- 

Pasal 7 

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar 

Rp1.172.838.811.785,- yang terdiri atas: 

a. Belanja Operasi; 

b. Belanja Modal; 

c. Belanja Tidak Terduga; dan 

d. Belanja Transfer. 

Pasal 8 

1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a 

direncanakan sebesar Rp738.054.257.756,- yang terdiri atas: 

a. Belanja Pegawai; 

b. Belanja Barang dan Jasa; 

c. Belanja Hibah; dan 

d. Belanja Bantuan Sosial. 

2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 

Rp390.845.315.697,- 

3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp334.527.882.679,- 

4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar 

Rp1.028.464.968,- 

5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan 

sebesar Rp11.652.594.412,- 

Pasal 9 

1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b 

direncanakan sebesar Rp203.217.927.624,- yang terdiri atas: 

a. Belanja Modal Tanah. 

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin. 

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan. 

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; 

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 

 

2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 

sebesar Rp1.300.000.000,- 

3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp31.225.307.837,- 

4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

c direncanakan sebesar Rp72.034.046.215,- 

5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d direncanakan sebesar Rp96.617.130.543,- 

6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 

direncanakan sebesar Rp2.018.443.029,- 

Pasal 10 



 

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c 

direncanakan sebesar Rp 6.600.000.000,- yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga. 

Pasal 11 

1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d 

direncanakan sebesar Rp 224.966.626.405,- yang terdiri atas: 

a. Belanja Bagi Hasil; dan 

b. Belanja Bantuan Keuangan. 

2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 

sebesar Rp1.648.785.380,- 

3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp 223.317.841.025,- 

Pasal 12 

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp0,- 
yang terdiri atas: 
a. Penerimaan Pembiayaan; dan 

b. Pengeluaran Pembiayaan. 

Pasal 13 

1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a 

direncanakan sebesar Rp 32.326.776.369,- yang terdiri atas: 

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; 

b. Pencairan dana cadangan; 

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 

d. Penerimaan pinjaman daerah; 

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan 

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 32.326.776.369,- 

3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp0,- 

4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,- 

5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

direncanakan sebesar Rp0,- 

6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,- 

7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,- 

Pasal 14 

1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf 

b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,- yang terdiri atas: 

a. Pembentukan dana cadangan; 

b. Penyertaan modal daerah; 

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; 

d. Pemberian pinjaman daerah; dan 

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 



 

2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp0,- 

3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,- 

4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,- 

5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

direncanakan sebesar Rp0,- 

6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar 

Rp0,- 

Pasal 15 

1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah 

mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp 31.326.776.369,-) 

2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap 

pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 31.326.776.369,- 

Pasal 16 

1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat 

melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran 

melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya 

dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2022, dengan tata cara sesuai dengan 

cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang 

Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD 

selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran 

2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; 

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau 

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan 

publik. 

3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang 

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak 

dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-

undangan; dan/atau 

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian 

yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. 

Pasal 17 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Qanun Kabupaten  Nagan Raya ini terdiri dari: 

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK yang diklasifikasi menurut Kelompok dan 

Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

2. Lampiran II ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 

3. Lampiran III rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 




